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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

NO Pertanyaan Keterangan
1 Bagaimana sejarah singkat kantor imigrasi kantor kelas

1 Pangkalpinang
2 Sebutkan wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1

Pangkalpinang
3 Bagaimana struktur organisasi kantor imigrasi kelas 1

Pangkalpinang
4 Apakah visi dan misi kantor imigrasi kelas 1

Pangkalpinang
5 Bagaimana syarat-syarat pembuatan paspor di kantor

imigrasi Pangkalpinang
6 Apakah isi dari SOP tahun 2014 tentang sitem

pelayanan paspor
7 Berapakah tarif biaya keimigrasian

8 Bagaimana sistem pelayanan paspor



DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI 
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UU NOMOR 25 TAHUN 2009  

TENTANG PELAYANAN PUBLIK  
dan 

PP NOMOR 96 TAHUN 2012  

TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 25 TAHUN 2009 

serta 

Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SPPT) 

 

 



UU NOMOR 25 TAHUN 2009  

TENTANG PELAYANAN PUBLIK  

Maksud dan Tujuan: 

Pasal 2 

Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian 
hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. 

 

Pasal 3 

Tujuan UU pelayanan publik: 

a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, 
kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan 
pelayanan publik; 

b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan 
asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; 

c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik. 

 



ASAS PELAYANAN PUBLIK 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik berasaskan: 
a. Kepentingan umum; 

b. Kepastian hukum; 

c. Kesamaan hak; 

d. Keseimbangan hak dan kewajiban; 

e. Keprofesionalan; 

f. Partisipatif; 

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; 

h. Keterbukaan; 

i. Akuntabilitas; 

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 

k. Ketepatan waktu; dan 

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 



ORGANISASI PENYELENGGARA 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 

meliputi: 

a. Pelaksanaan pelayanan; 

b. Pengelolaan pengaduan masyarakat; 

c. Pengelolaan informasi; 

d. Pengawasan internal; 

e. Penyuluhan kepada masyarakat; dan 

f. Pelayanan konsultasi. 



ORGANISASI 

PENYELENGGARA (CONT’D) 

1. Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan 

berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan 

penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu. 

2. Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu 

diatur dalam peraturan pemerintah. 



DEFINISI SISTEM 

PELAYANAN TERPADU 

PP 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 

25 Tahun 2009  

 

Sistem pelayanan terpadu merupakan satu 

kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan 

yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol 

oleh sistem pengendalian manajemen guna 

mempermudah, mempercepat, dan mengurangi 

biaya 



SISTEM PELAYANAN TERPADU 

Pasal 11: 

a. Penyelenggara dapat menyelenggarakan sistem pelayanan 

terpadu. 

b. Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu dilaksanakan di 

lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, 

pemerintah kabupaten/kota, dan/atau kecamatan. 

 

Tujuan sistem pelayanan terpadu: 

a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada 

masyarakat; 

b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; 

c. Memperpendek proses pelayanan; 

d. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, 

transparan, pasti, dan terjangkau; dan 

e. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk 

memperoleh pelayanan. 



PRINSIP  

SISTEM PELAYANAN TERPADU 

a. Keterpaduan; 

b. Ekonomis; 

c. Koordinasi; 

d. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang; 

e. Akuntabilitas; dan 

f. Aksesbilitas. 

 

Sistem Pelayanan Terpadu dilaksanakan melalui: 

a. Sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan/atau 

b. Sistem pelayanan terpadu satu atap. 



 

Dasar Hukum SOP 

SPPT 

 
1. SK Dirjenim No. IMI-1185.GR.01.01 tanggal 15 April Tahun 2013 

tentang Dibentuknya Tim Pengembangan Business Process 

Pelayanan Paspor RI; 

2. SK Dirjenim No. IMI-2752.GR.01.01 tanggal 25 Oktober Tahun 2013 

tentang Kelompok Kerja Business Process Pelayanan Paspor; 

3. Permenkumham RI No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan SOP; 

4. Permenkumham RI No. 2 Tahun 2014 tentang Program Aksi 

Kemenkumham RI; 

5. SE Dirdoklanvisfaskim No. IMI.2-UM.01.01-68 dan IMI.2-UM.01.01-

69 tanggal 20 Januari 2014 tentang Persiapan Implementasi 

Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SPPT)/One Stop Service (OSS); 

6. Inpres No. 2 Tahun 2014 tanggal 21 Maret tentang Aksi 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. 

 



Prinsip Penyusunan 

Standar Operasional Prosedur 

1. Kemudahan dan Kejelasan; 

2. Efisien dan Efektif; 

3. Keselarasan; 

4. Keterukuran; 

5. Dinamis; 

6. Berorientasi pada Pengguna; 

7. Kepatuhan Hukum; dan 

8. Kepastian Hukum. 

 



Matriks Perbandingan Business Process  
Existing dan yang Baru 

No. Elemen Existing Baru 

1. Pemangkasan Titik 
Antrian 

Terdiri dari 5 (lima) titik 
antrian, yaitu: 
a.Pengambilan Nomor Antrian; 
b.Antrian Loket Berkas; 
c.Antrian Pembayaran; 
d.Antrian Foto/Wawancara; 
e.Antrian Pengambilan Paspor 

Terdapat 3 (tiga) titik 
antrian: 
a.PengambilanNomor 
Antrian; 
b.Antrian “One Stop 
Service”; 
c.Antrian Pengambilan 
Paspor 

2. Pencegahan Terjadinya 
Duplikasi Paspor 

Duplikasi tidak terdeteksi di 
awal alur permohonan 

Duplikasi dapat dicegah 
sejak waktu dini 

3. “Journey” Blanko 
Paspor 

Blanko paspor beredar sejak 
alur pembayaran 

Blanko paspor tidak ikut 
beredar dalam ban 
berjalan 

4. Adjudikasi  Dilakukan di alur akhir 
permohonan paspor 

Dilakukan sejak alur awal 
paspor 

5. Efisiensi Blanko Paspor Jika terjadi pembatalan, 
pemohon yang sudah membayar 
paspor dirugikan 

Pemohon tidak dirugikan 
karena sdh dilakukan 
adjudikasi sejak awal 



6. Kepastian Layanan  Rendah, karena proses 
permohonan paspor mencapai 
5 (lima) hari kerja 

Tinggi, karena proses 
permohonan paspor dapat 
dipangkas menjadi 3 (tiga) 
hari 

7. Optimalisasi SDM Rendah, karena masih 
menggunakan pola ban 
berjalan distributif sehingga 
SDM tersebar di beberapa titik 
alur paspor  

Tinggi, karena menggunakan 
pola ban berjalan sentralistik 
dimana penggunaan jumlah 
SDM dapat dioptimalkan di 1 
(satu) titik. 

8. Optimalisasi 
Penggunaan Ruangan 

Rendah, karena menggunakan 
pola ban berjalan distributif 
sehingga menggunakan 
pemanfaatan ruang yang 
banyak 

Tinggi, karena menggunakan 
pola ban berjalan sentralistik 
sehingga terjadi efisiensi 
penggunaan tata ruang 

9.  Optimalisasi 
Pendayagunaan 
Aplikasi Lunak 
(Software) 

Rendah, karena digunakan di 
beberapa titik alur sehingga 
menyebabkan jaringan bekerja 
dengan overload 

Tinggi, karena menggunakan 
pola jaringan sentralistik di 
satu titik ban berjalan  

No. Elemen Existing Baru 

Lanjutan 



 
 

 

 

BUSINESS PROCESS EXISTING 

Pemohon

1. Pemohon Datang Langsung
    - Penerimaan & pemeriksaan berkas
    - Enroll data pemohon PASPOR
    - Pemindaian dokumen (batch)
    - Cetak Tanda Terima
2. Permohonan Via Internet
    - Penerimaan & pemeriksaan Berkas
      Pra-Permohonan 
    - Enroll data pemohon PASPOR
3. Pemberian Nomor File (System)

Petugas LoketSistem 

Antrian

· Pembayaran Bea PASPOR
· Pencetakan Kuitansi

Kasir

· Wawancara
· Pengambilan 10  Sidik Jari
· Photo Wajah
· TTD Paspor oleh Pemohon

Petugas 

Wawancara & Foto

· Mengambil 
Nomor Antrian

· Verifikasi Biometrik
· Cek Cekal

P

U

S

D

A

K

I

M
· Persetujuan Kabid/Kasi
· Abjudicator/Review
· Pengawasan Seluruh Proses

Bidang/Seksi Lalintuskim/

Lantaskim

Un-Clear

· Pencetakan Paspor
· Pemeriksaan Qualitas

        QA Paspor & Security Feature

Pencetakan Paspor

· Penandatanganan PASPOR
· Akses seluruh transaksi

KAKANIM

· Face Recognition
· Penyerahanan Paspor

Petugas Loket

· Acc Permohonan

KaDiv Im

· Pembuatan BAP
· Persetujuan  Kasi/Kabid

Bidang 

Wasdakim

Kasus 1, 2 Dan 3

Kasus 3 #

Kasus 3 #

Kasus #1 : Gagal CEKAL
Kasus #2 : Gagal Verifikasi Biometrik
Kasus  #3 : Paspor Hilang

1

2 3

4

5

6
7

8

5A

5A

1
5A

2
· Arsip
· Rekap Laporan

Bidang 

Fosarkim



 
 

 

 

ALUR PROSES PENERBITAN  “PASPOR BARU WALK IN”  
DENGAN SISTEM PELAYANAN PASPOR TERPADU 



 
 

 

 

ALUR PROSES PENERBITAN  “PASPOR BARU ONLINE”  
DENGAN SISTEM PELAYANAN PASPOR TERPADU 



 
 

 

 

ALUR PROSES PENERBITAN  “PENGGANTIAN WALK IN”  
DENGAN SISTEM PELAYANAN PASPOR TERPADU 



 
 

 

 

ALUR PROSES PENERBITAN  “PENGGANTIAN ONLINE”  
DENGAN SISTEM PELAYANAN PASPOR TERPADU 



 
 

 

 

ALUR PROSES PENERBITAN   
“PENGGANTIAN HILANG/RUSAK MASIH BERLAKU”  

DENGAN SISTEM PELAYANAN PASPOR TERPADU 
 



 
 

 

 

ALUR PROSES PENERBITAN   
“PENGGANTIAN HILANG/RUSAK HABIS BERLAKU”  

DENGAN SISTEM PELAYANAN PASPOR TERPADU 
 



 
 

 

 

ALUR PROSES PENERBITAN  “PERUBAHAN DATA”  
DENGAN SISTEM PELAYANAN PASPOR TERPADU 



 
 

 

 

TERIMA KASIH 
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